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Semarang, 4 Agustus 2025

Nomor . 800/ 1124 f20%

Sifat . SEGERA

Lampiran : 1 (satu) berkas.

Hal :  Hasil Evaluasi Raperda Tentang
Perubahan APBD Kota Semarang TA.
2025.

Yth. 1. Wali Kota Semarang
2. Ketua DPRD Kota Semarang

Di
SEMARANG

Menunjuk Surat Wali Kota Semarang Nomor B/1381/900.1.15.1/VII/2025 tanggal 23
Juli 2025 hal Permohonan Evaluasi atas Raperda Kota Semarang tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2025 dan Raperwal Kota Semarang tentang Penjabaran Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2025, terlampir disampaikan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor
100.3.3.1/258 Tahun 2025 tanggal 1 Agustus 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Kota Semarang
Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang
Tahun Anggaran 2025 untuk ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadikan maklum.

_a.n KEPALA BADAN PENGELOLA
uf{KEUAN AN DAN ASET DAERAH

TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah, sebagai laporan;

2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;

3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

4. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah.




Memperhatikan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6867);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

Surat Wali Kota Semarang Nomor
B/1381/900.1.15.1/VI[/2025 tanggal 23 Juli 2025 hal
Permohonan Evaluasi atas Raperda Kota Semarang tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Raperwal Kota
Semarang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025.

Rapat Pembahasan [Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah/Peraturan Bupati tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun
Anggaran 2025 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota terkait Perubahan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
pada tanggal 31 Juli 2025.




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dal

MEMUTUSKAN :

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan
Wali Kota Semarang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun
Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan Gubernur ini.

Wali Kota Semarang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Semarang wajib melakukan penyempurnaan dan
penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota
Semarang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan
Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang
Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari
sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

Dalam hal Wali Kota Semarang dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Semarang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap
menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah
dan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan
Wali Kota Semarang, akan dilakukan pembatalan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wali Kota Semarang wajib menyampaikan Rancangan Peraturan
Daerah Kota Semarang yang telah disempurnakan dan
disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur
untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 1 Agustus 2025

.

AHMAD LUTHFI

Negeri

Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Wali Kota Semarang;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;




Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;

. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;

. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;

. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi

Jawa Tengah.




LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/257 TAHUN 2025
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
SEMARANG TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2025

I.  KEBIJAKAN UMUM

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019, Diktum J.l.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020, dan Butir 4.7.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2024, ditegaskan bahwa Pengambilan Keputusan mengenai
Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilakukan oleh DPRD Bersama
Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan
berakhir (30 September) dan dalam hal DPRD sampai batas waktu dimaksud
tidak mengambil Keputusan Bersama dengan Kepala Daerah terhadap
Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Kepala Daerah melaksanaan
pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran
berkenaan/APBD Induk.

Persetujuan Bersama atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 telah disepakati dan
ditandatangani antara DPRD dan Kepala Daerah pada tanggal 23 Juli 2025
dan dokumen Rancangan Perda Perubahan disampaikan kepada Gubernur
untuk mendapatkan evaluasi pada tanggal 24 Juli 2025. Hal tersebut telah
sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019, yang menegaskan bahwa Rancangan Perda kabupaten/kota
tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada
tentang penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan
Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD untuk dievaluasi
sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota.

Untuk itu guna memastikan ketepatan waktu penetapan APBD dan menjamin
pelaksanaan pekerjaan dalam APBD dapat diselesaikan pada tahun anggaran
berjalan, kedepan Pemerintah Kota Semarang dalam penyusunan APBD harus
tetap konsisten mengacu Jadwal dan Tahapan Penyusunan APBD sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.




2. Guna menyelaraskan perencanaan dan penganggaran dalam mengawal

prioritas pembangunan daerah Kota Semarang Tahun 2025 yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan RPJMD/RPD maupun RKPD, maka
rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran
2025 harus mempedomani kebijakan yang termuat dalam Perubahan
KUA/PPAS dan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang telah disepakati dan
ditetapkan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 264, Pasal 265, Pasal 310 dan
Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang.

. Pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),

Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)-Perubahan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran
2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

Perubahan
Perubahan RKPD RAPERDA Perubahan
NO URAIAN s KUA-PPAS APBD
(Rp) (Rp) (Rp)

1. | Pendapatan Daerah | 6.300.248.533.990,00| 6.300.248.533.990,00| 6.300.248.533.990,00
2. | Belanja Daerah 6.464.761.394.136,00 | 6.464.761.394.136,00 | 6.464.761.394.136,00
3. | Surplus/Defisit (164.512.860.146,00) | (164.512.860.146,00) | (164.512.860.146,00)
4. | Pembiayaan Netto 164.512.860.146,00 | 164.512.860.146,00| 164.512.860.146,00
5. | SILPA 0 0 0

Sehubungan data tersebut diatas, pengalokasian anggaran pendapatan dan
belanja pada tahapan Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 telah
konsisten. Untuk itu kami mengapresiasi, dan kedepan Pemerintah Kota
Semarang agar tetap selalu cermat dalam menyusun dokumen Perubahan
RKPD dengan Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD. Namun demikian, terhadap perubahan kebijakan
penganggaran pada rincian pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah,
harus tetap mengedepankan prinsip efisiensi, efektifitas dan akuntanbilitas
anggaran guna menghindari adanya target kinerja yang tidak terbiayai dalam
tahun anggaran 2025 mengacu dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

. Berkaitan dengan pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada

perangkat daerah, tidak terdapat kebijakan perubahan alokasi anggaran pada
tahapan perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Perubahan RKPD,
Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
sebagaimana terlampir pada Lampiran VIII Dokumen Rancangan Peraturan
Daerah, untuk itu kami mengapresiasi.

Konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran wajib
dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD,
mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (output)
serta target hasil (outcome) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau
keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran,
sehingga akan terjaga sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain. Untuk itu,
Pemerintah Kota Semarang kedepan harus tetap dapat menjaga konsistensi
kebijakan perencanaan dan penganggaran dimaksud.




II.

5. Berkaitan dengan Dokumen Evaluasi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,
dapat kami kemukakan bahwa penyajian informasi pada Lampiran Rancangan
Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan
APBD telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2024 berkenaan dengan dokumen lampiran yang terdapat dalam dokumen
Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD, untuk
itu kami mengapresiasi. Kedepan Pemerintah Kota Semarang dalam
menyajikan informasi dalam dokumen APBD harus tetap konsisten mangacu
ketentuan terkait Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 harus
merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta
dasar hukum penerimaannya. Berkenaan dengan rencana pendapatan daerah
pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, perlu kami sampaikan hal-hal
sebagai berikut:

1. Dalam dokumen Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang kami evaluasi belum sepenuhnya
terdapat penjelasan landasan dan/atau dasar hukum atas sumber-sumber
pendapatan sesuai Butir 4.1.5.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pencantuman dasar hukum
pendapatan dalam kolom penjelasan pada Rancangan Peraturan Wali Kota
Semarang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
diperlukan sehingga akan lebih informatif.

2. Target Pendapatan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan semula
Rp5.607.246.272.208,00 bertambah Rp693.002.261.782,00 menjadi
Rp6.300.248.533.990,00 secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan semula Rp3.826.262.515.007,00
bertambah Rp78.427.748.558,00 menjadi Rp3.904.690.263.565,00 atau
61,98% dari total pendapatan daerah;

b. Pendapatan Transfer dianggarkan semula Rpl1.780.983.757.201,00
bertambah Rp592.411.575.107,00 menjadi Rp 2.373.395.332.308,00 atau
37,67% dari total pendapatan daerah.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah semula tidak dianggarkan, pada
Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
dianggarakan Rp22.162.938.117,00 atau 0,36% dari total pendapatan
daerah;

Dari data tersebut, dapat disimpulkan Kota Semarang memiliki kemandirian
fiskal yang cukup tinggi dengan PAD mencapai 61,98% dari total pendapatan
daerah, artinya Kota Semarang mampu membiayai sebagian besar kegiatannya
dari sumber daya yang dihasilkan sendiri, untuk itu kami mengapresiasi dan
kedepan Pemerintah Kota Semarang agar tetap meningkatan potensi-pontensi
Pendapatan agar PAD semakin semakin meningkat.

Berkenaan dengan penargetan Pendapatan Daerah tersebut diatas, Pemerintah
Kota Semarang agar tetap konsisten untuk:

a. melakukan langkah-langkah optimalisasi pada kegiatan pemungutan pajak
daerah, antara lain dengan melakukan rangkaian Kkegiatan mulai
penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan
besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada
Wajib Pajak dan pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi,
serta tetap melakukan koordinasi pemanfaatan dan penatausahaan BMD
sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah;




b. meningkatkan iklim investasi dan berusaha serta pengembangan ekspor di
Kota Semarang dengan harapan secara bertahap dapat mengurangi
ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat melalui Dana
Perimbangan sehingga berpengaruh terhadap peningkatan Kemandirian
Daerah di Kota Semarang; dan

c. melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai dengan
potensi sumber pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-
undangan dengan memperhatikan perkembangan berbagai indikator
perekonomian nasional dan daerah.

3. Penetapan target Pendapatan Transfer pada:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam Raperda tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan semula Rp1.549.748.172.000,00
bertambah Rp528.322.252.308,00 menjadi Rp2.078.070.424.308,00 atau
meningkat sebesar 34,09%; dan

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah dianggarkan semula
Rp231.235.585.201,00 bertambah  Rp64.089.322.799,00 menjadi
Rp295.324.908.000,00 atau meningkat sebesar 27,72%.

Agar dilakukan koordinasi secara intensif ke Pemerintah Pusat terkait dengan
poin pada huruf a, dan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk poin pada
huruf b yang merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan
Keuangan dari Pemerintah Provinsi guna memperoleh data yang paling akurat
dalam rangka penganggaran alokasi dimaksud.

1. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, belanja daerah digunakan
untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi
kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan
untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang
ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar
teknis dan harga satuan regional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33
Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun
2023 dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Berkenaan
dengan belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 disampaikan sebagai berikut:

1. Penganggaran belanja pada Rancangan Peraturan Wali Kota tentang
Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, belum disertai penjelasan
mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus
dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, serta sumber pendanaan sub
kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kota Semarang agar menyesuaikan lampiran
Rancangan Peraturan Wali Kota dimaksud sesuai ketentuan tersebut
sebagaimana diamanatkan dalam Butir 3.2.g. dan 4.1.5.d. Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

2. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 5.1.01.01 Belanja Gaji dan
Tunjangan ASN dianggarkan semula Rp1.034.007.495.917,96 berkurang
Rp39.493.895.391,09 menjadi Rp994.513.600.526,87 atau menurun sebesar
3,82% dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Gaji Pokok ASN dianggarkan semula Rp748.697.041.442,96
berkurang Rp32.600.695.503,47 menjadi Rp716.096.345.939,49 atau
menurun sebesar 4,35%;




b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN dianggarkan semula
Rp71.139.374.571,00 berkurang Rp9.283.999.005,93 menjadi
Rp61.855.375.565,07 atau menurun sebesar 13,05%;

c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN dianggarkan semula
Rp15.354.073.212,00 berkurang Rp1.223.889.987,92 menjadi
Rp14.130.183.224,08 atau menurun sebesar 7,97s%;

d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN dianggarkan semula
Rp43.042.897.696,00 bertambah Rp974.030.504,06 menjadi
Rp44.016.928.200,06 atau meningkat sebesar 2,26%;

e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN dianggarkan semula
Rp21.382.671.727,00 berkurang Rp8.277.822.938,80 menjadi
Rp13.104.848.788,20 atau menurun sebesar 38,71%;

f. Belanja Tunjangan Beras ASN dianggarkan semula Rp42.509.433.081,00
berkurang Rp5.069.515.493,31 menjadi Rp37.439.917.587,69 atau
menurun sebesar 11,93%;

g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN dianggarkan semula
Rp12.318.636.527,00 bertambah Rp24.180.873.632,65 menjadi
Rp36.499.510.159,65 atau meningkat sebesar 196,30%;

h. Belanja Pembulatan Gaji ASN dianggarkan semula Rp19.989.475,00
berkurang RpS5.972.063,50 menjadi Rpl14.017.411,50 atau menurun
sebesar 29,88%;

i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN dianggarkan semula
Rp68.243.689.294,00 berkurang Rp6.076.601.556,48 menjadi
Rp62.167.087.737,52 atau menurun sebesar 8,90%;

j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN dianggarkan semula
Rp2.007.684.681,00 berkurang Rp406.856.182,40 menjadi
Rp1.600.828.498,60 atau menurun sebesar 20,26%;

k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN dianggarkan semula
Rp5.631.560.704,00 berkurang Rp1.049.636.531,08 menjadi
Rp4.581.924.172,92 atau menurun sebesar 18,64%; dan

l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN
dianggarkan semula Rp3.660.443.507,00 berkurang Rp653.810.264,91
menjadi Rp3.006.633.242,09 atau menurun sebesar 17,86%.

Anggaran belanja tersebut agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan serta dihitung secara cermat sesuai dengan kebutuhan
pendanaan sampai dengan bulan Desember 2025, sehingga pengeluaran gaji
dan tunjangan ASN akan secara optimal dan efisien terserap sesuai kebutuhan
guna menghindari besarnya SILPA diakhir Tahun Anggaran 2025.

. Terdapat kenaikan alokasi anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN,
dianggarkan semula Rp844.212.032.000,04 bertambah
Rp130.709.708.570,96 menjadi Rp974.921.740.571,00 atau meningkat
sebesar 15,48%. Pemerintah Kota Semarang dalam menganggarkan Tambahan
Penghasilan Pegawai ASN harus memenuhi ketentuan dalam butir 3.4.1.1.2.
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Berkenaan dengan kenaikan alokasi Tambahan Penghasilan ASN dimaksud,
Pemerintah Kota Semarang agar melakukan pencermatan kembali berkenaan
permohonan persetujuan Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2025
kepada Menteri Dalam Negeri, termasuk didalamnya pengalokasian anggaran
Tambahan Penghasilan ASN bagi Inspektorat Daerah.




